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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh 

jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha 

mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui” 

(Al-Baqarah: 216) 

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara 

kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu 

kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda 

orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”  

(QS: Al-Baqarah: 188)  

 

“Tangan yang akan berbuat lebih banyak dari biasanya, kaki yang akan berjalan 

lebih jauh dari biasanya, mata yang akan terus menatap ke atas, lapisan tekad yang 

seribu kali lebih keras dari baja. Dan hati yang akan bekerja keras dari biasanya. 

Serta mulut yang akan selalu berdo’a.” (Film 5cm) 

 

“Dalam hidup, ada hal yang datang dengan sendirinya, dan ada hal yang harus 

diperjuangkan dahulu untuk mendapatkannya.” 
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ABSTRACT 

The role of the agricultural sector nowadays is very strategic in the national 

economy, but it has not been balanced yet with the the provision of adequate 

capital support. The proportion of the distribution of funding on Islamic banking 

institutions are still low to the agricultural sector, so it could lead to the 

emergence of consideration in the establishment of banks that specifically 

financing for the agricultural sector. One of the proposed financial institution is 

sharia agricultural bank, as a potential financing for agriculture in Central Java 

province. However, the potential is inhibited by some constraints such as 

management problems, human resources, government, infrastructure and 

socialization which still not formulated yet in the establishment of sharia 

agricultural bank.  

 This study aims to analyze the appropriate strategy to make the 

establishment of sharia agricultural bank, to improve the agricultural financing in 

Central Java province. This study uses Analytical Network Process (ANP) 

method. 

 The results of the analysis of ANP showed that five aspects of agricultural 

bank establishment to improve the agricultural financing in Central Java province 

produces management aspects as a priority in supporting of sharia agricultural 

bank commitment, whereas it provided agricultural financing according to the 

rules of fiqih muamalah and followed by government support in the establishment 

sharia agricultural bank in licensing and investments, also improving the quality 

of human resources by providing training. Recommended strategies will multiply 

the socialization of agriculture financing in the sharia agricultural bank 

supported by proper infrastructures in agricultural areas. 

 

Keywords: Sharia Agricultural Bank, Analytical Network Process (ANP), strategy 

priority  
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ABSTRAK 

 Peran sektor pertanian yang sangat strategis dalam perekonomian nasional 

belum diimbangi dengan dukungan penyediaan modal yang memadai. Proporsi 

penyaluran pembiayaan pada lembaga perbankan syariah yang masih rendah ke 

sektor pertanian, memunculkan pemikiran dalam pendirian perbankan yang 

khusus membiayai untuk sektor pertanian. Salah satu bentuk lembaga keuangan 

yang diusulkan adalah bank pertanian syariah sebagai potensi pembiayaan untuk 

pertanian di Provinsi Jawa Tengah. Potensi tersebut terhambat dengan kendala 

berupa permasalahan manajemen, sumber daya manusia, pemerintah, infrastruktur 

dan sosialisai yang masih belum merumuskan dalam pendirian bank pertanian 

syariah. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang tepat untuk 

melakukan pendirian bank pertanian syariah untuk meningkatkan pembiayaan 

pertanian di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode Analytical 

Network Process (ANP). 

 Hasil analisis ANP menunjukkan bahwa dari kelima aspek pendirian bank 

pertanian syariah untuk meningkatkan pembiayaan pertanian di Provinsi Jawa 

Tengah menghasilkan aspek manajemen sebagai prioritas utama dalam 

mendukung komitmen bank pertanian syariah sebagai pembiayaan pertanian 

sesuai kaidah fiqih muamalah dan diikuti dengan dukungan pemerintah dalam 

pendirian bank pertanian syariah dalam perizinan dan penyertaan modal bank, 

serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pengadaan pelatihan dan 

training. Rekomendasi strategi juga memperbanyak sosialisasi terhadap 

pembiayaan pertanian di bank pertanian syariah dengan didukung infrastruktur 

yang memadai pada daerah-daerah pertanian.  

 

Kata Kunci : Bank Pertanian Syariah, Analytical Network Process (ANP), 

prioritas strategi 
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1 BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Indonesia merupakan negara agraris dan sebagian besar lahannya 

digunakan untuk bercocok tanam. Proses pembangunan Indonesia sebagai negara 

agraris menjadikan sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam 

perekonomian nasional dan sebagian besar penduduk Indonesia bermata 

pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian dapat memberikan kontribusi yang 

cukup besar terhadap pendapatan nasional Indonesia dan sebagian pendapatan 

hasil ekspor Indonesia berasal dari sektor pertanian, sehingga sektor pertanian 

mempunyai peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja dan penyediaan 

kebutuhan pangan dan sandang bagi penduduk (Yuniarto, 2008). 

 Pembangunan pertanian tetap memegang peran strategis dalam 

perekonomian nasional. Peran strategis tersebut digambarkan melalui kontribusi 

yang nyata melalui pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku 

industri, pakan dan bio energi, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa negara dan 

sumber pendapatan serta pelestarian lingkungan melalui praktik usahatani yang 

ramah lingkungan. Pembangunan pertanian diharapkan dapat memperbaiki 

pendapatan penduduk secara merata dan berkelanjutan, karena sebagian besar 

penduduk Negara Indonesia memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. 

Sejalan dengan target utama Kementerian Pertanian 2010-2014 meliputi: (1) 

pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; (2) peningkatan 

diversifikasi pangan; (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; (4) 
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peningkatan kesejahteraan petani. Strategi yang akan dilaksanakan adalah 

melakukan revitalisasi pertanian dengan fokus terhadap tujuh aspek dasar yaitu: 

(1) lahan; (2) perbenihan dan perbibitan; (3) infrastruktur dan sarana; (4) sumber 

daya manusia; (5) pembiayaan petani; (6) kelembagaan petani; (7) teknologi dan 

industri hilir (Kementan, 2014). 

 Menurut Ashari (2009), walaupun perannya sangat strategis sektor 

pertanian masih menghadapi banyak permasalahan, diantaranya keterbatasan 

permodalan petani dan pelaku usaha pertanian lain. Permasalahan mendasar bagi 

pengembangan usaha pertanian adalah lemahnya permodalan pelaku usaha 

pertanian baik dalam pemilikan maupun akses terhadap permodalan melalui 

lembaga keuangan perbankan. Lemahnya kepemilikan modal disebabkan oleh 

kecilnya skala usaha sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan 

akumulasi modal, sementara lemahnya akses petani kecil terhadap lembaga 

keuangan perbankan disebabkan oleh prosedur dan persyaratan yang tidak 

sederhana yang harus dipenuhi oleh petani. Di sisi lain pihak perbankan sendiri 

kurang tertarik untuk membiayai sektor pertanian yang dipandang berisiko tinggi, 

baik karena gangguan alam seperti banjir, kekeringan, serangan hama dan 

penyakit tanaman, maupun fluktuasi harga.  

 Dalam dunia perbankan sendiri terdapat dua bentuk yaitu bank 

konvensional dan syariah. Bank konvensional dalam kegiatannya menggunakan 

sistem bunga yang terinspirasi dari sistem ekonomi kapitalis dengan jalan menarik 

keuntungan usahanya terutama dari bunga kredit yang dimanfaatkan melalui dana 

simpanan masyarakat yang kemudian dipinjam kembali masyarakat dengan 
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tambahan berupa bunga, sedangkan prinsip syariah berdasarkan hukum Islam dan 

tidak mengenal bunga tetapi bagi hasil.  

 Sejarah kredit pertanian di Indonesia paling tidak sudah berlangsung sejak 

masa penjajahan Belanda, yaitu saat dirintisnya pelayanan kredit untuk petani 

dengan pendirian Bank Desa dan Lumbung Desa. Kedua jenis lembaga kredit 

tersebut termasuk pada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR (Soentoro et al. 1992). 

Adapun kredit untuk menunjang kegiatan usahatani mulai diprogramkan secara 

khusus pada awal 1960-an. Pada tahun 1965, program perkreditan pertanian 

semakin dimantapkan dengan dilaksanakannya program Bimas. Dari waktu ke 

waktu model program kredit pertanian ini telah mengalami berbagai perubahan, 

diantaranya mencakup yang terkait dengan prosedur penyaluran, besaran dan 

bentuk kredit, bunga kredit maupun tenggang waktu pengembalian (Taryoto, 

1992). 

 Industri perbankan tentu tidak lepas dari alokasi kredit atau pembiayaan 

dalam menopang ekonomi nasional berdasarkan beberapa sektor ekonomi baik di 

bank konvensional maupun bank syariah. Salah satunya merupakan pembiayaan 

pada sektor pertanian. Berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) tahun 2014 menyatakan bahwa alokasi kredit atau pembiayaan 

pada sektor pertanian di bank konvensional memiliki kontribusi penyaluran dana 

yang lebih besar dibandingkan dengan bank syariah. Berikut merupakan data 

alokasi kredit bank umum berdasarkan sektor ekonomi pada tahun 2011-2014 

dapat dilihat di Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 

Kredit Bank Umum Berdasarkan Sektor Ekonomi  

Tahun 2011-2014 (dalam persen) 

Sektor Ekonomi 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 

Pertanian, Peternakan, Kehutanan 7,5 7,8 12,7 13,4 

Pertambangan dan galian 5,7 5,5 5,9 5,9 

Industri pengolahan 22,5 23,4 21,1 20,9 

Listrik, Gas dan air 3,0 3,1 4,4 4,3 

Konstruksi 4,9 5,0 5,5 5,9 

Perdagangan, hotel dan restoran 24,5 26,2 30,7 29,6 

Pengangkutan dan komunikasi 8,4 8,7 8,4 8,1 

Jasa dunia usaha 14,4 14,4 7,8 6,8 

Jasa sosial masyarakat 1,0 0,8 1,8 1,5 

Lain-lain 8,2 5,1 1,7 3,7 

 Sumber: Indonesia Banking Statistic Tahun 2014 

 Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan alokasi kredit pada bank umum 

berdasarkan sektor ekonomi tahun 2011-2014. Penyaluran kredit pada bank umum 

didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran setiap tahunnya. Sektor 

pertanian memiliki alokasi kredit yang cukup besar di bank umum. Hal ini 

ditunjukkan pada tahun 2014 alokasi kredit di sektor pertanian, peternakan dan 

kehutanan mencapai 13,4% dari total alokasi kredit yang dikeluarkan bank umum 

di Indonesia. Alokasi kredit pada bank umum untuk sektor pertanian selalu 

mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Hal itu menjadikan bahwa 

pentingnya permodalan bagi pelaku usaha di sektor pertanian. Sedangkan untuk 

pembiayaan pada bank umum syariah dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai 

berikut. 
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Tabel 1.2 

Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Sektor Ekonomi  

Tahun 2011-2014 (dalam persen) 

Sektor Ekonomi 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 

Pertanian, Peternakan, Kehutanan 2,1 1,9 1,7 2,8 

Pertambangan dan galian 1,7 1,4 1,6 2,3 

Industri pengolahan 4,0 3,4 3,3 6,7 

Listrik, Gas dan air 2,3 2,1 2,5 2,8 

Konstruksi 5,7 4,8 4,4 5,9 

Perdagangan, hotel dan restoran 9,5 8,6 7,8 12,2 

Pengangkutan dan komunikasi 3,3 2,9 2,9 6,1 

Jasa dunia usaha 25,0 25,2 25,9 33,5 

Jasa sosial masyarakat 4,3 5,3 6,6 5,5 

Lain-lain 42,0 44,3 43,3 22,2 

 Sumber: Indonesia Banking Statistic Tahun 2014, Data Diolah 

 Pada Tabel 1.2 menunjukkan pembiayaan perbankan syariah berdasarkan 

sektor ekonomi pada tahun 2011-2014. Pada perbankan syariah untuk alokasi 

pembiayaan di sektor pertanian masih sangat rendah. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pembiayaan perbankan syariah di 

sektor pertanian mengalami tingkat terbawah nomor ketiga setelah sektor lain. 

Rendahnya pembiayaan syariah di sektor pertanian menjadi bukti bahwa alokasi 

kredit untuk pertanian masih menjadi kendala dengan adanya resiko pada usaha 

pertanian. Hal ini terbukti pada tahun 2014 pembiayaan pertanian pada perbankan 

syariah hanya 2,8% dari seluruh pembiayaan yang ada di perbankan syariah.  

 Menurut Indiastuti (2005), kondisi minimnya pembiayaan perbankan 

untuk sektor pertanian disebabkan oleh tiga hal, yaitu: (1) pengalaman dan trauma 

beberapa bank menghadapi kenyataan kredit bermasalah sewaktu pengucuran 

KUT, (2) aturan Bank Indonesia yang cukup ketat agar bank prudent dalam 



6 
 

 
 

penyaluran dana, serta (3) banyak bank (khususnya bank besar) yang tidak 

memiliki pengalaman menyalurkan kredit mikro.  

 Lembaga keuangan seperti bank masih sangat hati-hati untuk menyalurkan 

dana ke sektor pertanian karena menyangkut pertimbangan kepentingan bisnis. 

Seringkali argumen yang mengemuka adalah sebagai sebuah korporasi bisnis, 

dimana perbankan yang merupakan lembaga intermediasi keuangan harus mampu 

mengelola dana nasabah agar memberikan keuntungan yang optimal. 

Konsekuensinya adalah sektor usaha yang memiliki ekspektasi keuntungan yang 

besar akan mendapat prioritas pembiayaan, sehingga perbankan dapat terus 

dipercaya masyarakat dan tetap eksis dalam berusaha.  

 Berdasarkan hasil kajian pendirian bank pertanian (Syukur et al, 2003) 

mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi seperti manajemen resiko 

pada penyaluran pembiayaan pertanian, sumber daya manusia pada perbankan, 

infrastruktur yang belum mendukung pada bank pertanian, dan masih lemahnya 

modal yang dilakukan untuk pendirian atau mewujudkan bank pertanian. 

Tabel 1.3 

Data Bank Umum Syariah Berdasarkan Indikator Tahun 2011-2014  

Indikator 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 

Non Performing Financing (%) 2,52 2,22 2,62 4,95 

Tenaga Kerja BUS (Miliar Rupiah) 21.820 24.111 26.717 41.393 

Biaya Pendidikan dan Pelatihan (Miliar Rupiah) 6.568 8.846 11.560 12.905 

Jumlah Kantor BUS (Miliar Rupiah) 1.401 1.745 1.998 2.151 

Biaya Promosi (Miliar Rupiah) 339 372 370 300 

    Sumber: Indonesia Banking Statistic Tahun 2014, Data Diolah 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan pada Tabel 

1.3 pada bank umum syariah menyebutkan bahwa selama ini rasio pembiayaan 
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bermasalah (NPF) dari tahun 2011 hingga 2014 mengalami fluktuatif. Hal ini 

menunjukkan bank umum syariah selama ini masih belum konsisten atau 

mengatasi masalah dalam penyaluran dananya. Hal ini terbukti bahwa bank umum 

syariah masih menghadapi manajemen resiko pada pembiayaan yang meliputi 

seperti pertanian. Pada indikator tenaga kerja pada bank umum syariah mengalami 

peningkatan jumlah tenaga kerja tiap tahunnya. Hal ini diikuti dengan 

peningkatan biaya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja sebagai upaya 

dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada bank umum syariah. 

Akses pembangunan kantor-kantor cabang pada bank umum syariah mulai 

meningkat tiap tahunnya, akan tetapi pembangunan infrastruktur pada bank umum 

syariah masih kalah dengan perkembangan bank konvensional. Pada bank umum 

syariah selama ini masih minimnya biaya promosi yang dilakukan terbukti dari 

tahun 2012 hingga 2014 biaya promosi mengalami penurunan. 

 Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Luas 

wilayah Jawa Tengah pada tahun 2010 tercatat sebesar 3,25 juta hektar atau 25,04 

persen dari luas Pulau Jawa dan 992 ribu hektar (30,47 persen) merupakan lahan 

sawah. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi penyangga pangan nasional. 

Kontribusi PDRB Provinsi Jawa Tengah menyumbang 106.029.380,88 juta rupiah 

pada sektor pertanian (BPS, 2015). Hal ini menjadi bukti bahwa Provinsi Jawa 

Tengah memiliki potensi besar di sektor pertanian. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 maka 

diperoleh distribusi PDRB menurut lapangan usaha sebagai berikut: 
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Tabel 1.4 

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha 

di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013 (Dalam Persen) 

Lapangan Usaha 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 

Pertanian 18,69 17,85 17,41 16,81 

Pertambangan dan galian 1,12 1,11 1,12 1,12 

Industri pengolahan 32,83 33,01 32,73 32,76 

Listrik, Gas dan Air Bersih 0,86 0,86 0,86 0,88 

Bangunan 5,89 5,93 5,96 6,03 

Perdagangan, Hotel dan Restoran 21,42 21,77 22,16 22,51 

Pengangkutan dan Komunikasi 5,24 5,37 5,45 5,49 

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 3,76 3,78 3,89 4,07 

Jasa-Jasa 10,18 10,32 10,42 10,33 

 Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2014 

 Pada Tabel 1.4 menunjukkan data distribusi PDRB Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2010-2013 pada sektor pertanian mengalami penurunan dari tahun 2010 

hingga 2013 tiap tahunnya, akan tetapi sektor pertanian memiliki kontribusi besar 

bagi PDRB Jawa Tengah. Hal ini terbukti pada setiap tahunnya sektor pertanian 

memiliki kontribusi terbesar nomor ketiga setelah sektor industri pengolahan dan 

perdagangan, hotel dan restoran. Pada tahun 2013 sektor pertanian menyumbang 

sebesar 16,81 persen dari total seluruh distribusi PDRB di Jawa Tengah. Dengan 

potensi yang ada di sektor pertanian di Jawa Tengah menjadikan perhatian yang 

cukup besar bagi pemerintah untuk meningkatkan atau mengoptimalkan sumber 

daya alam yang ada sebagai pendapatan domestik.  

 Berdasarkan Proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2010, jumlah penduduk Jawa 

Tengah pada tahun 2014 tercatat sebesar 33,52 juta jiwa sekitar 13,29 persen dari 

jumlah penduduk Indonesia. Ini menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi 

ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Jawa Barat dan 

Jawa Timur (BPS, 2015). Tenaga kerja merupakan penduduk yang berumur 15 
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tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha. Berikut merupakan data 

penduduk Jawa Tengah menurut lapangan pekerjaan utama pada Tabel 1.5. 

Tabel 1.5 

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang 

Lalu Menurut Lapangan Perkerjaan Utama Tahun 2011-2014 

Lapangan Usaha 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 

Pertanian 33.78 31.39 30.86 31.26 

Pertambangan dan Penggalian 0.50 0.57 0.42 0.53 

Industri Pengolahan 19.14 20.44 19.07 19.17 

Listrik, Gas dan Air  0.18 0.16 0.13 0.17 

Bangunan 6.89 7.48 5.95 7.67 

Perdagangan Besar, Eceran 21.38 21.37 22.46 22.45 

Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi 3.54 3.40 3.78 3.55 

Keuangan, Asuransi dan Jasa Perusahaan 1.66 1.75 1.97 1.95 

Jasa Kemasyarakatan, Sosial 12.92 13.44 15.36 13.26 

 Sumber: Statistik Indonesia Tahun 2015 

 Berdasarkan pada Tabel 1.5 data penduduk Jawa Tengah berumur 15 

tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan 

pekerjaan utama didominasi sektor pertanian. Pada tahun 2014 penduduk yang 

bekerja pada sektor pertanian sebesar 31,26 persen dari total penduduk yang 

bekerja. Lapangan pekerjaan pada sektor pertanian menjadi sektor unggulan bagi 

penduduk Jawa Tengah sebagai mata pencaharian.  

 Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sudah 

selayaknya Indonesia menjadi negara pelopor dan kiblat perkembangan perbankan 

syariah di dunia. Hal ini bukan merupakan impian yang mustahil, karena 

Indonesia memiliki potensi untuk menjadi global player (pemain dunia) 

perbankan syariah. Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu yang memiliki 

penduduk beragama Islam sebesar 96,75 persen sehingga sangat potensial untuk 

dijadikan nasabah pada industri perbankan syariah, prospek ekonomi cerah 
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tercemin dari pertumbuhan ekonomi relatif tinggi serta ditopang oleh dasar 

ekonomi yang solid. Jawa Tengah memiliki sumber daya alam yang melimpah 

sehingga dapat dijadikan sebagai underlying transaksi perbankan syariah. 

 Menurut Ashari dan Saptana (2005) setidaknya ada tiga sifat yang melekat 

pada skim kredit pertanian yang berpeluang menimbulkan ketidakefektifan. 

Pertama, kredit selalu berbasis bunga tetap (fix interest). Kedua, terdapat 

kesenjangan (gap) dalam “ruang usaha” antara peminjam (debitor) dan pemberi 

pinjaman (kreditor). Ketiga, sistem pembiayaan pertanian selama ini 

diintegrasikan dengan pembiayaan nonpertanian.   

 Kebutuhan pembiayaan di sektor pertanian dapat dipenuhi melalui 

lembaga keuangan non perbankan, selain kelembagaan keuangan perbankan. 

Lembaga keuangan non perbankan yang ada di masyarakat dapat memberikan 

dampak positif dan negatif bagi masyarakat, khususnya bagi petani yang 

menggunakan jasa pinjaman tersebut. Dampak positif dari lembaga keuangan non 

perbankan yaitu proses pencairan dana yang cepat karena tidak memerlukan 

administrasi yang panjang. Dampak negatif dari lembaga keuangan non 

perbankan yaitu petani yang meminjam modal ke pedagang besar (tengkulak) 

diharuskan menjual hasil panennya kepada pedagang besar (tengkulak) tersebut, 

sehingga petani memiliki keterbatasan pasar untuk menjual hasil panennya. Jika 

petani dapat memperoleh kebebasan pasar yang akan berpengaruh pada penentu 

harga jual hasil panennya.  

 Rendahnya alokasi kredit untuk sektor pertanian, selain karena faktor 

risiko yang tinggi juga disebabkan oleh sistem pembiayaan di perbankan yang 
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tidak membedakan antara sektor pertanian dan nonpertanian. Dengan demikian 

tidak ada perlakuan khusus untuk sektor pertanian, misalnya tingkat suku bunga, 

sistem penyaluran, dan sistem pengembalian. Jika sistem penghitungan usaha 

pada sektor nonpertanian (terutama industri dan jasa) diterapkan untuk usaha 

pertanian maka hasilnya cenderung over estimate. Apabila dipaksakan 

menyebabkan usaha pertanian tidak akan mendapat dukungan kredit dalam 

jumlah yang sesuai dengan kebutuhan (Ashari dan Septana, 2005). 

 Berdasarkan hal tersebut muncul permasalahan yaitu petani tidak memiliki 

kebebasan pasar untuk menjual hasil panennya, sehingga petani tidak memiliki 

kekuatan dalam penentuan harga jual panennya. Permasalahan lainnya yaitu 

masih rendahnya alokasi kredit untuk sektor pertanian jika dibandingkan dengan 

alokasi kredit untuk sektor lainnya. Hal ini dikarenakan perbankan tidak memiliki 

fokus dalam pembiayaan terhadap satu sektor, sehingga alokasi pembiayaan tidak 

dapat tersalurkan secara penuh untuk satu sektor yang menjadi prioritas utama. 

Adapun permasalahan lainnya yaitu tingkat suku bunga yang dibebankan bagi 

petani dalam melakukan pinjaman kepada bank, hal ini mengakibatkan bagi 

petani mengalami kesulitan dalam pengembalian kredit. Kesulitan yang dialami 

oleh petani ini mengakibatkan jurang kemiskinan bagi petani, maka perlunya skim 

kredit berbasis syariah untuk memudahkan bagi para petani dalam pembiayaan 

pertanian.  

 Untuk lebih menjamin rasa keadilan bagi pelaku bisnis pertanian, perlu 

dibuka wacana model pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha di 

sektor pertanian. Salah satu model yang sudah mulai dicoba diterapkan adalah 
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dengan skim syariah. Departemen Pertanian telah memberikan penilaian positif 

dan akan mengimplementasikan pembiayaan syariah ini, yang ditunjukkan adanya 

pencanangan gerakan tabungan syariah (Gema Syariah) pada tahun 2005. Gema 

Syariah diharapkan menjadi salah satu program unggulan Departemen Pertanian, 

disamping rencana program penjaminan kredit usaha pertanian secara syariah.  

 Tulisan ini bertujuan melakukan penelitian terhadap peluang atau potensi 

pendirian bank pertanian syariah di Provinsi Jawa Tengah serta kendala-kendala 

yang dihadapi. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti “STRATEGI 

PENDIRIAN BANK PERTANIAN SYARIAH UNTUK MENINGKATKAN 

PEMBIAYAAN PERTANIAN DI PROVINSI JAWA TENGAH” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Belum optimalnya dukungan lembaga perbankan yang ada saat ini dalam 

mendanai sektor pertanian merupakan tantangan untuk mewujudkan sebuah 

lembaga keuangan yang secara spesifik menangani sektor pertanian yaitu bank 

pertanian. Hal ini masih sangat dibutuhkan perbankan yang fokus dalam 

membiayai pertanian sebagai tantangan bagi perbankan yang selama ini masih 

sangat relatif kecil dalam membiayai pertanian. Faktor crucial dalam 

pembentukan bank pertanian agar efektif dan efisien adalah lembaga keuangan 

tersebut harus secara seksama memperhatikan karakteristik sektor pertanian. 

 Pembiayaan syariah menjadi hal penting untuk menghindari adanya 

tingkat suku bunga yang menitik beratkan dengan prinsip syariah dalam 
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pembiayaannya. Oleh sebab itu perlu adanya pendirian Bank Pertanian Syariah 

untuk meningkatkan pembiayaan pertanian di Provinsi Jawa Tengah. 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti dapa merumuskan 

pertanyaan sebagai berikut :  

1. Bagaimana permasalahan pendirian bank pertanian syariah di Provinsi 

Jawa Tengah?  

2. Bagaimana strategi pendirian bank pertanian syariah untuk meningkatkan 

pembiayaan pertanian di Provinsi Jawa Tengah? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Tujuan dan kegunaan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui apa yang 

hendak dicapai dan manfaat yang akan diperoleh dengan adanya penelitian ini.  

1.3.1 Tujuan  

 Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui permasalahan pendirian bank pertanian syariah di Provinsi 

Jawa Tengah. 

2. Untuk merancang strategi pendirian bank pertanian syariah untuk 

meningkatkan pembiayaan pertanian di Provinsi Jawa Tengah. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang 

bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, maupun pihak-pihak yang terkait dengan 

masalah yang diteliti. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :  
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1. Memberikan solusi pada perbankan sebagai lembaga keuangan yang 

menyalurkan pembiayaan pada sektor pertanian. 

2. Penelitian ini dapat digunakan bagi pemerintah sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang tepat, khususnya dalam 

pendirian Bank Pertanian Syariah sebagai solusi pembiayaan pertanian. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

 Skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari Bab I 

Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil 

dan Pembahasan, serta Bab V Penutup. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka berisi tentang landasan teori, penelitian 

terdahulu, dan kerangka pemikiran. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Metode penelitian berisi tentang variabel penelitian, definisi 

operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

dan metode analisis. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Membahas hasil penelitian yang meliputi deskripsi objek 

penelitian, menguraikan hasil analisis data dan interpretasinya. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi penutup, menguraikan tentang kesimpulan dan 

saran berkaitan dengan hasil pembahasan yang telah dilakukan. 

 


